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PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR ©4 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEFPADA

ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI LUWU UTARA.

bahwa dalam upaya pemberian bantuan kepada organisasi
kemasyarakatan sebagai bagian dari penatausahaan APBD
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu
diatur tata cara pemberian bantuan kepada organsisasi
kemasyarakatan Tahun Anggaran 2007;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Dati II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3826);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
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125, Tambahan|Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagalmana th]ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 08
Tahun 2005 tenta.ng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi
Undang—Undang (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
108, Tambah:r;]Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undarg| Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antarla Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang| Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Repubpk Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemermtah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Keuan an (Lembaran Negara Republik Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan da’n Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran
Republik Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instan51 Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Peddman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2006 tentang Pédbman Penyusunan APBD T.A.2007;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 056 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2007

tentang Anggaran Pendapatan dan Belan]a Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2007 Nomor 02);

Peraturan Bupatl Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Luwu Utara Tahiin Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2007 Nomor 01);
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* Menetapkan:

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA ORGANISASI KEMASY ARAKATAN
TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1
Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan berdasarkan

persetujuan pimpinan, dalam hal ini Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.

Pasal 2
Besarnya bantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
berdasarkan persetujuan pimpinan, dalam hal ini Bupati dan/atau
Sekretaris Daerah.

Pasal 3
Organisasi kemasyarakatan yang diberikan bantuan sebagaimana
dimaksud Pasal 1,  berkewajiban = menyampaikan  laporan

pertanggungjawaban tertulis atas bantuan yang diberikan kepada kepala
Daerah.

Pasal 4
Apabila  organisasi kemasyarakatan yang bersangkutdh tidak
menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud
Pasal 3, maka permohonan bantuan berikutnya tidak akan diproses.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

L PR et NN Ditetapkan di Masamba,
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Diundangkan di Masamba

pada tanggal,

08 Maret 2007

SEKRETARI6 DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Drs. f( CHAFRUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2007 NOMOR: o
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